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RINGKASAN

Indonesia memiliki lembaga Kejaksaan yang memiliki fungsi sebagai institusi
tertinggi terhadap penuntutan di bidang hukum yang berperan utama dalam
mewujudkan keadilan dan penegakan supremasi hukum bagi seluruh bangsa
Indonesia dinegeri ini. Sebagai institsi pemerintahan yang melakakan
kewenangan Negara dibidang prapenuntutan dan penuntutan, serta sebagai
institusi yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum dan keadilan, maka
peran kejaksaan dalam penegakan hukum sangat penting dan strategis. Satu
diantara persoalan mengenai permasalahan kewenangan lembaga Kejaksaan
Republik di Indonesia terkait kewenangan dalam mengajukan upaya hukum
Peninjauan Kembali yang sampai sekarang ini dinilai masih menimbulkan
kontroversi oleh berbagai kalangan akademisi dan para penegak hukum yang
belum mencerminkan keadilan hukum. Dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau disebut
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sesungguhnya juga
tidak menyebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan
upaya Peninjauan kembali. perdebatan-perdebatan tentang kewenangan jaksa
penuntut umum dalam hal mengajukan upaya hukum peninjauan kembali
mendorong peneliti untuk mengkaji lebih lanjut tentang Jaksa Penuntut Umum
dalam mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Sebagaimana penjelasan
sebelumnya, KUHAP jelas disebutkan bahwa yang mempunyai hak
mengajukan Peninjauan Kembali adalah terpidana atau ahli warisnya dan
dipertegas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-
X1V/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XX1/2023 yang
mana haruslah dimaknai jaksa tidak berwenang mengajukan Peninjauan
Kembali.

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian yuridis normatif untuk
melakukan kajian dari fenomena ketidakwenangan jaksa melakukan peninjauan
Kembali kemudian dikaji dengan asas-asas, norma, kaidah dari peraturan
perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin. Hasil Penelitian
pada Penelitian ini adalah Pertama,Kedudukan jaksa penuntut umum berperan
mewakili kepentingan korban dan kepentingan umum dengan tujuan utama
untuk memperjuangkan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Selain
itu, putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUUXV1/2016 dan No. 20/PUU-



XX1/2023 tidak memberikan keadilan kepada terpidana atau ahli warisnya dan
jaksa penuntut umum bahwa mereka dapat mengajukan peninjauan kembali
selama terdapat ketentuan tertulis yang dapat memberikan hak dan kewenangan
itu. Sehingga, ternyata putusan tersebut tidak dapat memenuhi asas persamaan
di hadapan hukum karena tidak mempersamakan kedudukan antara jaksa
penuntut umum dengan terpidana dan ahli warisnya. Kedua, Pengaturan upaya
hukum peninjauan kembali akan datang agar dapat merepresentasikan keadilan
diperlukan revisi KUHAP melalui politik hukum pidana, karena titik
permasalahannya terletak pada Pasal 263 KUHAP yang mengan

dua paradoks antara ayat satu dengan ayat berikutnya. Kemudian
diusulkan rumusan upaya peninjauan kembali masa mendatang dapat diajukan
oleh terpidana atau ahli warisnya dan jaksa penuntut umum dengan dasar
permohonan terdapat keadaan baru (novum), terdapat kekeliruan dan kekhilafan
hakim, juga dengan dasar alasan adanya putusan bebas atau putusan lepas dari
segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau
terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Mengingat
upaya hukum peninjauan kembali juga merupakan akses untuk mencari
kebenaran dan keadilan, usulan tersebut juga memberikan suatu kesempatan
yang sama antara terpidana/ahli warisnya dan juga jaksa penuntut umum yang
mewakili kepentingan masyarakat dan korban untuk memperoleh keadilan dan
pemenuhan terhadap hak asasi manusia, sehingga rumusan pengaturan tentang
peninjauan kembali diharapkan mengemban penegakan hukum yang
berkepastian dan berkeadilan.
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ABSTRAK

Kata Kunci : Peninjauan Kembali, Jaksa, Penuntut Umum

Tesis ini membahas mengenai polemik terhadap ketidakwenangan Jaksa
Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pasca
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI1/2023 yang mana hal tersebut
bertentangan dengan pemaknaan yang berbeda terhadap norma Pasal 263 ayat
(1) KUHAP. Adanya ketentuan bahwa yang mempunyai hak mengajukan
Peninjauan Kembali adalah terpidana atau ahli warisnya dan dipertegas dengan
adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XI1V/2016 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI1/2023 berpotensi menyempitkan
tugas dan tanggungjawab jaksa yang mewakili negara dalam melindungi
kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara.

Metode Penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tesis ini,
penulis menggunakan metode yuridis normatif untuk melakukan kajian dari
fenomena ketidakwenangan jaksa melakukan peninjauan Kembali kemudian
dikaji dengan asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan
pengadilan, perjanjian, serta doktrin. Kesimpulan dari Tesis ini adalah bahwa
Kedudukan jaksa penuntut umum berperan mewakili kepentingan korban dan
kepentingan umum dengan tujuan utama untuk memperjuangkan rasa keadilan
yang diharapkan oleh masyarakat. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi
No. 33/PUUXV1/2016 dan No. 20/PUU-XXI1/2023 tidak memberikan keadilan
kepada terpidana atau ahli warisnya dan jaksa penuntut umum bahwa mereka
dapat mengajukan peninjauan kembali selama terdapat ketentuan tertulis yang
dapat memberikan hak dan kewenangan itu. Pengaturan upaya hukum
peninjauan kembali akan datang agar dapat merepresentasikan keadilan
diperlukan revisi KUHAP melalui politik hukum pidana, karena titik
permasalahannya terletak pada Pasal 263 KUHAP yang mengandung paradoks
antara ayat satu dengan ayat berikutnya.
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ABSTRACT
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This thesis discusses the polemic against the Public Prosecutor's inauthority in
submitting a judicial remedy for judicial review after the Constitutional Court
decision Number 33/PUU-XIV/2016 and Constitutional Court Decision Number
20/PUU-XX1/2023 which contradicts the different meanings of Article 263
paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The provision that those who
have the right to apply for judicial review are convicts or their heirs and is
affirmed by the existence of Constitutional Court Decision Number 33/PUU-
X1V/2016 and Constitutional Court Decision Number 20/PUU-XX1/2023 has
the potential to narrow the duties and responsibilities of prosecutors
representing the state in protecting the interests of justice for victims, including
for the state. Research Method used to answer this thesis problem, the author
uses normative juridical methods to conduct studies of the phenomenon of
prosecutors' inauthority to conduct judicial review and then studied with
principles, norms, rules of laws and regulations, court decisions, agreements,
and doctrines.

The conclusion of this thesis is that the position of the public prosecutor plays
a role in representing the interests of victims and the public interest with the
main aim of fighting for the sense of justice expected by the community. In
addition, the decisions of the Constitutional Court No. 33/PUUXVI/2016 and
No. 20/PUU-XXI/2023 donot provide assistance to the convicted person or his
heirs and the public prosecutor that they can apply for judicial review as long
as there is a written provision that can grant that right and authority. In order
to represent justice, it is necessary to revise the Criminal Procedure Code
through criminal law politics, because the problem point lies in Article 263 of
the Criminal Procedure Code which contains a paradox between one
paragraph and the next.
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